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BIRO OTORITA IBU KOTA NUSANTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4)
Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022 tentang Otorita
Ibu Kota Nusantara, perlu menetapkan Peraturan Presiden
tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi
Sekretaris, Deputi, Kepala Unit Kerja Hukum dan
Kepatuhan, dan Direktur/Kepala Biro Otorita Ibu Kota
Nusantara;

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indoncsia Nomor 6766);

3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022 tentang
Otorita Ibu Kota Nusantara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 102);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN PRESIDEN TENTANG HAK KEUANGAN DAN
FASILITAS LAINNYA BAGI SEKRETARIS, DEPUTI, KEPALA
UNIT KERJA HUKUM DAN KEPATUHAN, DAN
DIREKTUR/KEPALA BIRO OTORITA IBU KOTA
NUSANTARA.

Pasal 1l ...
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Pasal 1

Sekretaris, Deputi, Kepala Unit Kerja Hukum dan
Kepatuhan, dan Direktur/Kepala Biro Otorita Ibu Kota
Nusantara diberikan hak keuangan setiap bulan dan
fasilitas lainnya.

Pasal 2

(1) Hak Keuangan Sekretaris, Deputi, Kepala Unit Kerja
Hukum dan Kepatuhan, dan Direktur/Kepala Biro
Otorita Ibu Kota Nusantara terdiri atas gaji pokok serta
tunjangan melekat berupa tunjangan keluarga,
tunjangan pangan/beras, tunjangan jabatan, dan
tunjangan kinerja.

(2) Gaji pokok serta tunjangan melekat berupa tunjangan
keluarga, tunjangan pangan/beras, dan tunjangan jabatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Tunjangan kinerja bagi Sekretaris, Deputi, Kepala Unit
Kerja Hukum dan Kepatuhan, dan Direktur/Kepala
Biro Otorita Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kelas jabatan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Presiden ini.

Pasal 3

Fasilitas lainnya bagi Sekretaris, Deputi, Kepala Unit Kerja
Hukum dan Kepatuhan, dan Direktur/Kepala Biro Otorita
Ibu Kota Nusantara terdiri atas fasilitas biaya perjalanan
dinas, fasilitas jaminan sosial, fasilitas perumahan, fasilitas
transportasi, dan fasilitas lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi Sekretaris, Deputi,
Kepala Unit Kerja Hukum dan Kepatuhan, dan
Direktur/Kepala Biro Otorita Ibu Kota Nusantara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 sampai dengan Pasal 3 diberikan
terhitung sejak tanggal pelantikan Sekretaris, Deputi, Kepala
Unit Kerja Hukum dan Kepatuhan, dan Direktur/Kepala Biro
Otorita Ibu Kota Nusantara.

Pasal 5. ..
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Pasal 5

Pemberian hak keuangan dan fasilitas lainnya dihentikan
jika Sekretaris, Deputi, Kepala Unit Kerja Hukum dan
Kepatuhan, dan Direktur/Kepala Biro Otorita Ibu Kota
Nusantara:

a. berhenti; atau
b. diberhentikan,

dari jabatannya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 6

Tata cara pembayaran dan penghentian pembayaran hak
keuangan dan fasilitas lainnya bagi Sekretaris, Deputi,
Kepala Unit Kerja Hukum dan Kepatuhan, dan
Direktur/Kepala Biro Otorita Ibu Kota Nusantara
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan  peraturan
perundang-undangan.

Pasal 7

Pajak penghasilan atas hak keuangan dan fasilitas lainnya
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden ini
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan = peraturan
perundang-undangan.

Pasal 8

Pemberian hak keuangan dan fasilitas lainnya sebagaimana
dimaksud dalam Peraturan Presiden ini bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 9

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar . ..
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Presiden ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Juli 2023

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Juli 2023

MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
PRATIKNO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 96

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
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LAMPIRAN

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 44 TAHUN 2023

TENTANG

HAK KEUANGAN DAN FASILITAS LAINNYA BAGI
SEKRETARIS, DEPUTI, KEPALA UNIT KERJA

HUKUM DAN KEPATUHAN, DAN
DIREKTUR/KEPALA BIRO OTORITA IBU KOTA
NUSANTARA

KELAS JABATAN DAN TUNJANGAN KINERJA
BAGI SEKRETARIS, DEPUTI, KEPALA UNIT KERJA HUKUM DAN KEPATUHAN,
DAN DIREKTUR/KEPALA BIRO OTORITA DI LINGKUNGAN
OTORITA IBU KOTA NUSANTARA

NO. | KELAS JABATAN TUNJANGAN KINERJA PER KELAS JABATAN
1. 17 Rp98.152.220,00
2. 16 Rp82.814.888,00
3. 15 Rp67.480.566,00
4. 14 Rp62.672.646,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

\i{w ang Perundang-undangan
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